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Semakin peliknya pembangunan tata ruang kota membuat lahan perlu diarahkan 
untuk dimanfaatkan dalam kegiatan yang paling sesuai dengan sifat fisiknya serta 
dikelola agar mampu menampung kegiatan masyarakat yang terus berkembang. 
Dalam mengefisiensikan alokasi pemanfaatan lahan, diperlukan rencana untuk 
kebutuhan seluruh sektor kegiatan masyarakat, baik kebutuhan saat ini maupun 
kegiatan dimasa mendatang. Rencana tata ruang merupakan bentuk rencana yang 
telah mempertimbangkan kepentingan berbagai sektor kegiatan masyarakat dalam 
mengalokasikan lahan/ruang beserta sumber daya yang terkandung di dalamnya 
(bersifat komprehensif), sesuai dari makna dari rencana tata ruang yang  
merupakan dasar bagi pemanfaatan ruang/lahan. Dalam mewujudkan tata ruang 
yang tepat di Kota Malang, RTRW Kota Malang agar digunakan secara optimal 
sebagai acuan dalam penyusunan program pembangunan daerah. Melengkapi 
RTRW Kota Malang dengan penetapan kriteria rinci dan geometrik bagi 
pemanfaatan ruang, dan instrumen mekanisme atau tata kerja pelaksanaan dalam 
rangka proses perizinan. Melaksanakan penegakan hukum (Law enforcement) 
terhadap penyimpangan tata ruang. Meningkatkan peran serta masyarakat dan 
swasta dalam proses penyusunan, implementasi dan pengawasan tata ruang, 
misalnya dengan memperluas informasi penataan ruang kepada masyarakat. 




The more the severity of urban spatial development to make land should be 
directed to be used in activities that best suit their physical properties and 
managed in order to accommodate the growing society activities. In streamline the 
allocation of land use, the necessary plan for the needs of all sector of the society 
activities, both the needs of current and future activities. Spatial plan is a form of 
planning that has to consider the interest of various sectors of the society activities 
in allocating land/space and its resources contained in it (comprehensively), in 
accordance of the meaning if the spatial plan which is basis for the utilization of 
land/space. In realizing the exact spatial in Malang city, Spatial Planning of 
Malang city to be used optimally as a reference in the preparation of regional 
development programs. Completing the Spatial Planning of Malang city with the 
determination of the detailed and geometric criteria for the use of space, and 
working procedures of the instruments or mechanism in the framework of the 
implementation of the licensing process. Enforce the law against spatial deviation. 
Increase public and private participation in the formulation, implementation and 
monitoring of spatial, for example by extending the spatial layout information to 
the public. 

















Indonesia sebagai negara berkembang masih mengalami 
permasalahan besar dalam perkembangan kota-kotanya. Fenomena 
pembangunan tata ruang kota yang semakin pelik membuat pemanfaatan 
lahan semakin minim. Lahan merupakan sumber daya pembangunan yang 
memiliki karakteristik unik, seperti luas yang relatif karena perubahan luas 
akbibat proses alami dan proses artifisial sangat kecil; memiliki sifat fisik 
(jenis batuan, kandungan mineral, dan sebagainya) dengan kesesuaian 
dalam menampung kegiatan masyarakat yang cenderung spesifik. 
Oleh karena itu, lahan perlu diarahkan untuk dimanfaatkan dalam 
kegiatan yang paling sesuai dengan sifat fisiknya serta di kelola agar 
mampu menampung kegiatan masyarakat yang terus berkembang. Dalam 
mengefisiensikan alokasi pemanfaatan lahan, diperlukan rencana untuk 
kebutuhan seluruh sektor kegiatan masyarakat, baik kebutuhan saat ini 
maupun kegiatan di masa mendatang. Rencana tata ruang merupakan 
bentuk rencana yang telah mempertimbangkan kepentingan berbagai 
sektor kegiatan masyarakat dalam mengalokasikan lahan/ruang beserta 
sumber daya yang terkandung di dalamnya (bersifat komprehensif) Sesuai 
dari makna dari rencana tata ruang merupakan dasar bagi pemanfaatan 
ruang/lahan. Rencana tata ruang adalah produk rencana yang berisi 
rencana pengembangan struktur ruang dan rencana pola pemanfaatan 
ruang yang hendak dicapai pada akhir tahun perencanaan. Struktur ruang 
dibentuk oleh sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana yang 
mencakup sistem jaringan transportasi (darat, laut, udara), sistem jaringan 
energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan 
sumber daya air. Sedangkan pola pemanfaatan ruang adalah gambaran 
alokasi ruang untuk berbagai jenis pemanfaatan lahan yang direncanakan. 
Rencana tata ruang yang berkualitas merupakan prasyarat dalam 
penyelenggaraan penataan ruang. 
Namun demikian rencana tata ruang tersebut harus dibarengi 
dengan pengendalian pemanfaatan ruang yang tegas dan konsisten untuk 
menjamin agar pemanfaatan ruang/lahan dapat tetap sesuai dengan rencana 
6 
 
tata ruang yang telah ditetapkan. Wujud struktural pemanfaatan ruang 
adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan 
sosial, dan lingkungan buatan yang secara hirarkis dan struktural 
berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk tata ruang. 
Sehubungan dengan hal tersebut, dalam melaksanakan kegiatan 
pembangunan hendaknya diorientasikan pada kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat, karena parameter keberhasilan pembangunan adalah seberapa 
besar tingkat kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. 
Dalam penataan ruang, zonasi adalah bagian penting yang tidak 
boleh diabaikan. Melalui zonasi ditetapkan pada suatu wilayah 
diperuntukkan kegiatan apa saja, misalnya untuk perkantoran, pemukiman, 
industri atau ruang terbuka hijau dan ruang publik lainnya. Dengan zonasi 
ini juga dapat diketahui apakah  suatu ruang akan dilakukan alih fungsi 
atau tidak. 
Zonasi sama saja artinya dengan rencana. Namun rencana saja 
tidak cukup untuk membuat orang-orang yang berhak atas bidang tanah 
untuk melakukan hal-hal sesuai dengan rencana yang dilakukan dalam 
zonasi. Karena itu dibutuhkan suatu aturan yang secara tegas dan rinci. Di 
Indonesia, pengaturan zonasi tertuang di dalam Peraturan Daerah Rencana 
Tata Ruang Wilayah yang dibuat bersama antara pemerintah kota atau 
kabupaten bersama anggota legislatif daerah yang melibatkan berbagai  
elemen penting lainnya seperti perguruan tinggi, LSM dan organisasi 
masyarakat lainnya. 
Peraturan zonasi ini selain sebagai rencana juga merupakan alat 
kontrol baik bagi pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Bagi 
pemerintah, dalam  memberikan  ijin semestinya peraturan zonasi menjadi 
ukuran apakah ijin atas apa yang diminta oleh masyarakat dapat diberikan 
atau tidak. Begitu juga dengan masyarakat, idealnya setiap akan membeli 
sebidang tanah yang perlu diketahui bukan saja apa status haknya seperti 
Hak Milik atau Hak Guna bangunan (HGB). Sayangnya, hingga saat ini 
belum semua orang memahami arti penting zonasi tersebut. bahkan 
terkadang pemerintah itu sendiri yang sering melanggarnya. 
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Secara teori, zonasi lahan merupakan suatu pengelolaan di suatu 
wilayah dengan pembagian wilayah. Sedangkan secara program, zonasi 
lahan memiliki pengertian suatu proses pengelompokkan wilayah yang 
sejenis sehingga ada ciri, karakteristik dan kondisi yang dimiliki suatu 
kelompok (zona) tertentu. pembagian lingkungan kota ke dalam zona-zona 
dan menetapkan pengendalian pemanfaatan ruang /memberlakukan 
ketentuan hukum yang berbeda-beda1.  Indikasi arahan peraturan zonasi 
sistem nasional digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah 
kabupaten/kota dalam menyusun peraturan zonasi.  Indikasi arahan 
peraturan zonasi sistem nasional meliputi indikasi arahan peraturan zonasi 
untuk struktur ruang dan pola ruang. Zonasi terhadap lahan adalah salah 
satu hal penting dalam kegiatan perencanaan wilayah. Perkembangan kota 
dapat dilihat dari aspek zona-zona yang berada di dalam wilayah 
perkotaan2. Perkembangan kota terlihat dari penggunaan lahan yang 
membentuk zona-zona tertentu dalam ruang perkotaan. Zonasi ini muncul 
karena terdapat perbedaan nilai lahan akibat munculnya pembagian lahan 
(zoning) sesuai dengan kebutuhan dan fungsi lahan tersebut. Contoh 
pembagian zona lahan, seperti lahan untuk kegiatan industri, lahan untuk 
perumahan, lahan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, dan lahan untuk 
kegiatan pemerintahan. Dengan adanya zoning dan peraturan zonasi yang 
telah terinci dalam rencana tata ruang,  diharapkan kegiatan pembangunan 
dapat berjalan baik karena terdapat pemisahan guna lahan sehingga dapat 
tercapainya penggunaan lahan secara maksimal tanpa adanya gangguan 
dari penggunaan lahan lain yang ada di dekatnya. 
Struktur ruang merupakan suatu susunan pusat-pusat permukiman, 
sistem jaringan serta sistem prasarana maupun sarana yang berfungsi 
sebagai pendukung kegiatan sosial-ekonomi yang secara hirarki 
berhubungan fungsional. Struktur ruang kota dipengaruhi oleh beberapa 
faktor. Di antaranya adalah fungsi pemerintah dan lembaga publik, pasar 
lahan yang kompetitif, dan perilaku social masyarakat kota tersebut. 
                                                          
1 Barnett, 1982: hlm. 60-61; So, 1979: hlm. 251 
2 Bintarto, 1989 
8 
 
Zonasi lahan dan pemanfaatannya di kota Malang dalam 
kebijakannya akan dikaji berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang 




1. Bagaimana pendeskripsian zonasi lahan dan pemanfaatannya di 
Kota Malang? 
2. Apa saja kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta 
bagaimana implementasinya di Kota Malang?  
 
C. PEMBAHASAN 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap 
keadaan nyata di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk 
menemukan fakta (fact finding), kemudian dilanjutkan dengan 
menemukan masalah (problem finding) yang terkait dengan penelitian, 
selanjutnya menuju pada penyelesaian masalah (problem solution)3. 
Penelitian ini mengkaji tentang zonasi lahan dan pemanfaatannya di Kota 
Malang, kebijakan tata ruang dan implementasi Peraturan Daerah Kota 
Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 
Tahun 2010-2030. 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis 
Sosiologis4. Pendekatan Yuridis Sosiologis ini digunakn untuk mengkaji 
masalah yang terjadi di masyarakat atau penerapannyadalam kenyataan 
kemudian mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Dapat dijadikan arahan untuk menganalisa gejala hukum yang 
tibul dan kemudian hasil pembahasan yuridis tersebut akan diarahkan pada 
aspek sosiologis5. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta 
                                                          
3 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 10. 
4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, 
Jakarta, 1992, hlm. 310 
5 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991 
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(fact finding), kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah 
(problem finding), kemudian menuju pada identifikasi masalah 
(problemiden ti fication)  dan akhirnyamenuju kepada penyelesaian 
masalah (problem solution)6. 
Dalam penelitian ini aspek hukum yang dikaji adalah kajian hukum 
mengenai Zonasi Lahan dan Pemanfaatannya implementasi Peraturan 
Daerah Kota Malang Nomor 4 TAHUN 2011 Tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kota Tahun 2010-2030. Penelitian yang dilakukan untuk 
mendapatkan data-data primer7. Dalam hal ini dilakukan penelitian 
langsung di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). 
Lahkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penilaian 
yang bersifat deduktif-induktif. Selain itu juga digunakan pembahasan 
dengan penafsiran atau interpretasi gramatikal. 
  
1. Deskripsi atas zonasi lahan dan pemanfaatannya di Kota 
Malang  
Secara garis besar Pulau Jawa dengan luas kurang lebih 132.000 
km2 dibagi menjadi 3 daerah geografis, yaitu:  
1. Dataran rendah yang sempit dan kurang subur di Pantai Selatan. 
2. Daerah pedalaman dengan tanah vulkanisnya yang subur, terbentang 
dari barat ke Timur dan seringkali terputus oleh puncak-puncak 
gunung dengan ketinggian kurang lebih 3000 m. 
3. Dataran rendah pantai Utara yang subur karena terbentuk dari 
endapan-endapan lumpur yang dibawa oleh sungai-sungai selama 
ribuan tahun. Malang sebagai salah satu kota di Jawa Timur 
mempunyai letak geografis yang strategis, sekaligus juga indah. Inilah 
salah satu modal bagi kota kecil di pedalaman ini untuk tumbuh 
menjadi kota kedua terbesar di Jawa Timur setelah Surabaya. Pada 
tahun 1900 Malang masih merupakan kota kabupaten kecil di 
pedalaman. Sampai tahun 1900-an Malang adalah ibukota Kabupaten 
                                                          
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986 
7 Bambanh Waluyo. Op. Cit, hlm 16 
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Malang, yang merupakan bagian dari Karisidenan Pasuruan. Pada 
tahun 1800, jumlah penduduknya hanya 12.040 jiwa, dan pada tahun 
1905 baru 29.541 jiwa (Karsten, 1935: 66). Jadi selama 105 tahun 
jumlah penduduknya hanya bertambah 2,45 kali lipat. Bandingkan 
selama 10 tahun (1920-1930) penduduk kota Malang bertambah lebih 
dari 2 kali lipat, yaitu pada tahun 1920 sebesar 42.981 jiwa, dan pada 
tahun 1930 berjumlah 86.645 jiwa (Karsten, 1935:66) . Luas 
wilayahnya pada tahun 1914 baru mencapai 1503 Ha (Staadsgemeente 
Malang, 1939). Perkembangan yang pesat telah menggeser citra 
Malang sebagai kota terindah di Hindia Belanda sebelum perang 
dunia kedua. Kini bertebaran pusat-pusat perdagangan (commercial 
centre) bernuansa modern. Penataan kawasan cenderung 
menghilangkan bangunan-bangunan kuno yang mempunyai nilai 
sejarah.  
4. Dengan perkembangan tersebut mendorong pengembangan wilayah 
ke arah pinggiran kota yang disertai dengan infrastruktur kota yang 
dibutuhkan. Namun dalam tahapannya harus memperhatikan 
perkembangan Kota Malang yang sudah ada. Rangkaian proses 
perkembangan tata ruang sangat mempengaruhi struktur tata ruang 
yang ada sekarang maupun yang akan datang. Untuk itu perlu 
mengetahui perkembangan Kota Malang dan produkproduk 
rencananya agar penataan ruang tahap selanjutnya berkesinambungan. 
 
2.  Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan 
Implementasinya di Kota Malang  
Penataan ruang wilayah Kota Malang, bertujuan : 
1. Mewujudkan Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berkualitas 
dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didukung sektor 
penunjang pariwisata serta sektor industri, perdagangan dan jasa agar 
tercipta kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan; 
2. Terwujudnya prasarana dan sarana kota yang berkualitas, dalam 
jumlah yang layak, berkesinambungan dan dapat diakses oleh seluruh 
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warga kota.  Kebijakan dan Strategi Struktur Ruang Wilayah Kota 
Malang Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 
2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 
2010-2030  
Kebijakan struktur ruang wilayah Kota Malang, meliputi :  
a. Pemantapan Kota Malang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN);  
 Kebijakan Pemantapan Kota Malang sebagai Pusat Kegiatan 
Nasional (PKN) diarahkan pada kesiapan dan kenyamanan 
Kota Malang sebagai kota yang melayani kegiatan skala 
nasional. 
 Strategi Pemantapan Kota Malang sebagai Pusat Kegiatan 
Nasional (PKN), meliputi :  
a) mendorong kemudahan aksesibilitas terhadap kegiatan 
skala nasional;  
b) mengembangkan sektor perdagangan dan jasa yang siap 
melayani kegiatan nasional.  
b. Pengembangan Kota Malang sebagai Pusat Pelayanan Berskala 
Regional;  
 Kebijakan Pengembangan Kota Malang sebagai Pusat 
Pelayanan Berskala Regional diarahkan pada kemudahan akses 
dan pelayanan Kota Malang sebagai daya tarik kegiatan skala 
regional. 
 Strategi Pengembangan Kota Malang sebagai Pusat Pelayanan 
Berskala Regional, meliputi :  
a) mendorong kemudahan aksesibilitas pelayanan skala 
regional 
b) mendukung pengembangan transportasi kereta api komuter; 
c) mengarahkan kegiatan pelayanan sosial, budaya, ekonomi 
dan/atau administrasi masyarakat pada skala regional;  
d) mengarahkan perkembangan perdagangan dan jasa pada 
jalur regional;  
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e) mengarahkan perkembangan kegiatan industri dan 
pergudangan pada kawasan perbatasan kota;  
f) mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis dengan 
mengutamakan perkembangan ekonomi lokal;  
g) meningkatkan pengembangan kawasan yang cenderung 
menjadi aglomerasi fasilitas pelayanan regiona. 
c. Pengembangan Kota Malang sebagai Pusat Pelayanan Kawasan 
Andalan Malang Raya;  
 Kebijakan Pengembangan Kota Malang sebagai Pusat 
Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya diarahkan pada 
kerja sama kawasan Malang Raya untuk peningkatan ekonomi 
masyarakat Kota Malang. 
 Strategi Pengembangan Kota Malang sebagai Pusat Pelayanan 
Kawasan Andalan Malang Raya, meliputi :  
a) mendorong sektor pendukung pariwisata yang melayani 
kawasan Malang Raya; 
b) mendorong pertumbuhan dan perkembangan kawasan 
budidaya yang mendukung pelayanan Malang Raya; 
c) menjalin kerja sama dengan daerah otonom kawasan 
Malang Raya untuk memantapkan pelayanan dan 
pengembangan kota; 
d) meningkatkan kegiatan dan pelayanan sektor 
perdagangan dan jasa yang mengarah pada pendukung 
sektor pariwisata. 
d. Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan Kota Malang;  
 Kebijakan Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan Kota 
Malang diarahkan pada harmonisasi perkembangan 
kegiatan dan pelayanan yang berjenjang, skala regional 
dan/atau skala wilayah kota, skala sub wilayah kota, dan 
skala lingkungan wilayah kota.  
 Strategi Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan Kota 
Malang, meliputi :  
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a) menetapkan dan memantapkan kawasan alun-alun 
sebagai pusat pelayanan kota;  
b) menetapkan pembagian wilayah Kota Malang 
menjadi 5 (lima) sub pusat pelayanan kota;  
c) mengembangkan sub pusat pelayanan Kota secara 
merata;  
d) mengembangkan pusat-pusat lingkungan yang 
melayani skala lingkungan wilayah kota secara 
proporsional;  
e) menghubungkan antar sub pusat kota dan antara 
masing-masing sub pusat kota dengan pusat kota 
melalui jaringan jalan berjenjang dengan pola 
pergerakan merata;  
f) mendorong pertumbuhan dan perkembangan 
kawasan budidaya yang mendukung pelayanan 
pusat kota dan sub pusat kota secara berimbang;  
g) mengarahkan sentra-sentra budidaya yang 
mendukung pelayanan skala pusat kota dan sub 
pusat kota;  
h) mengembangkan jaringan pusat kota, sub pusat 
kota, dan pusat lingkungan yang berhierarki dan 
tersebar secara berimbang dan saling terkait menjadi 
satu kesatuan sistem kota menuju pusat kota;  
i) mendorong pembangunan dan pengembangan 
pusat-pusat lingkungan yang selaras dan seimbang;  
j) mengembangkan kegiatan pelayanan sosial, budaya, 
ekonomi dan atau administrasi masyarakat pada sub 
wilayah kota secara merata. 
e. Pengembangan Prasarana Wilayah Kota, terdiri dari :  
 Sistem dan jaringan transportasi;  
 Sistem prasarana sumber daya air; dan  
 Sistem dan Jaringan Utilitas Perkotaan.  
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  Kebijakan pengembangan prasarana wilayah Kota Malang 
diarahkan pada pengembangan dan penataan sistem jaringan 
prasarana utama transportasi, jaringan prasarana lainnya, dan 
infrastruktur kota untuk peningkatan layanan masyarakat Kota 
Malang dan menghindari disparitas perkembangan kawasan 
antar sub wilayah kota.  
 Untuk mencapai tujuan ditetapkan kebijakan sebagai berikut : 
a) penyediaan prasarana dan sarana kota yang terintegrasi 
secara hierarki sesuai dengan standar yang berlaku;  
b) penyediaan utilitas kota yang terintegrasi secara hierarki 
sesuai dengan standar yang berlaku;  
c) pelaksanaan konservasi kawasan lindung dan sumber 
daya air, serta pengembangan RTH untuk 
keseimbangan ekologi kota;  
d) peningkatan luas RTH sebagai upaya peningkatan 
kualitas kehidupan kota;  
e) pengarahan perkembangan kawasan perumahan sesuai 
dengan karakteristik kawasan;  
f) peran serta dalam mitigasi dan adaptasi dampak 
perubahan iklim.  
 Strategi Pengembangan prasarana wilayah Kota Malang, 
meliputi : 
a) mengembangkan sistem prasarana utama berupa 
jaringan transportasi jalan raya dalam mendukung 
pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sub pusat 
kota, dengan upaya : 
b) mengatur rute arus pergerakan/lalu lintas melalui 
peraturan khusus, berupa pengalihan rute pada jam-jam 




c) mengkondisikan kembali fungsi-fungsi jalan untuk 
kesesuaian antara kondisi fisik dengan persyaratan pada 
masing-masing fungsi jaringan jalan;  
d) membangun jaringan jalan lingkar yang dapat 
mengakomodasi kebutuhan masyarakat;  
e) meningkatkan kapasitas ruas jalan utama kota.  
 mengembangkan sarana transportasi, dengan upaya :  
a) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan 
angkutan umum;  
b) mengadakan angkutan umum massal meliputi angkutan 
umum bus metro, bus kota dan kereta api komuter; 
c) membangun halte khusus untuk bus metro, bus kota, 
dan angkutan kota (angkot) sebagai tempat menaikkan 
dan menurunkan penumpang dan berfungsi untuk 
mencegah kemacetan; 
d) meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas penunjang 
beroperasinya sarana transportasi.  
 mengembangkan prasarana transportasi, dengan upaya :  
a) meningkatkan dan memperbaiki kualitas sarana dan 
prasarana terminal dan sub terminal;  
b) mengalihfungsikan Terminal Gadang menuju ke 
Terminal Hamid Rusdi;  
c) membangun terminal kargo di sekitar jalan lingkar 
sebagai terminal angkutan barang;  
Implementasi di Kota Malang Persoalan penataan ruang 
merupakan suatu isu kebijakan yang sangat menarik untuk 
diperbincangkan sebab dalam persoalan ini terdapat banyak kepentingan- 
kepentingan yang turut dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Oleh karena 
banyaknya kepentingan tersebut maka menjadi menarik bahwa persoalan 
penataan ruang terbuka hijau seringkali terjadi tarik ulur antar aktor-aktor 
kebijakan. Pelaksanaan kebijakan ini berdasar pada regulasi pemerintah 
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yakni dalam Perda No.7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kota Malang.  
Pelaksana kebijakan ini adalah melibatkan unsur pemerintah 
sebagai konseptor bidang pembangunan seperti Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) serta unsur teknis yaitu Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan. Di samping juga akademisi, swasta dan 
masyarakat sebagai pelaksana kebijakan. Hasil dari beberapa penelitian 
yang dicermati keberadaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) Kota Malang saat 
ini masih belum sepenuhnya memenuhi proporsi 30% luasan RTH 
kawasan perkotaan sebagaimana disyaratkan dalam UU No.26 tahun 2007 
tentang Penataan Ruang. Hal ini disebabkan ploting-ploting RTH selama 
ini belum maksimal dilakukan sehingga masih terdapat RTH produktif 
yang terbengkalai di kawasan perkotaan. Selain itu bahwa dalam 
pelaksanaan kebijakan penataan RTH Kota Malang juga masih 
menyimpan beragam persoalan lain seperti alih fungsi lahan menjadi 
kawasan terbangun, penebangan liar, pembangunan yang tidak 
memperhatikan kondisi lingkungan dan sebagainya. Perda RTRW 
(Rencana Tata Ruang Wilayah) No 7 Tahun 2001, yang berlaku hingga 
tahun 2010 harus diakui sudah tidak memiliki relevansi dengan pola 
pembangunan di Kota Malang. Perda ‘impoten’ tersebut lebih banyak 
dilanggar daripada dipatuhi dan dijadikan acuan pembangunan. 
Kewibawaan perangkat hukum tata ruang dan perangkat perijinan berada 
di bawah bayang-bayang rupiah. Ironisnya, tidak ada yang merasa jengah 
dengan kenyataan ini. Sepertinya memang harus dilakukan evaluasi secara 
menyeluruh dan secepatnya, sebelum terlanjur semua aset publik berubah 
menjadi aset-aset ekonomi. Bisa jadi ini memang karena Perda RTRW 
sudah kehilangan relevansi, atau bisa jadi juga karena faktor mentalitas 
makelar pemerintah Malang yang lebih suka menjual dan menggandaikan 
aset-aset publik daripada memberdayakan dan melestarikannya buat 






1. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas pemasalahan 
yang diajukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Zonasi lahan di kota Malang terbagi atas 5 (lima) zona yaitu zona 
CBD (Cental Bussiness District), zona peralihan, zona perumahan 
para pekerja, zona perumahan yang lebih baik dan zona para 
penglaju. Pertama, Dalam tata ruang Kota Malang sendiri 
zonaCBD tersebut berada disekita alun-alun kota. Yang mana 
terdapat komponen-komponen yang melengkapi zona tersebut. 
Selain itu, zona CBD juga terletak di sekitar Balaikota atau Tugu 
Teratai. Kedua, zona yang melapisi inti kota, yakni zona peralihan 
yang merupakan zona transisi, di Kota Malang, zona peralihan 
pada daerah sekitar Jalan Muharto. Ketiga, zona perumahan para 
pekerja, daerah ini berada sedikit jauh dari pusat kota yang 
ditempati oleh kelas-kelas menengah. Keempat, adalah  zona 
perumahan yang lebih baik, yang ditandai dengan adanya kawasan 
elit, di Kota Malang sendiri, daerah ini terletak di bagian barat 
alun-alun dan barat daya. Kelima, zona penglaju. Kawasan ini 
berada di daerah pinggiran kota dengan pemukiman dari kelas 
menengah hingga kelas tinggi, di Kota Malang, zona tesebut 
berada di bagian utara saja yaitu di daerah terminal arjosari dan 
sekitarnya. 
2. Persoalan penataan ruang yang mana merupakan suatu isu 
kebijakan harus dikaji ulang dan dianalisis agar perencanaan dan 
penataan awal tata ruang sesuai dengan pengimplementasian pada 
lapangan. Sebagaimana yang sudah tercantum pada Peraturan 
Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata 






2. Saran  
Kepada Pemerintah Kota Malang disarankan hal-hal sebagai 
berikut :  
1. RTRW Kota Malang agar digunakan secara optimal sebagai acuan 
dalam penyusunan program pembangunan daerah.  
2. Melengkapi RTRW Kota Malang dengan penetapan kriteria rinci 
dan geometrik bagi pemanfaatan ruang, dan instrumen mekanisme 
atau tata kerja pelaksanaan dalam rangka proses perizinan.  
3. Memperjelas fungsi tugas Dinas/Instansi yang seharusnya memiliki 
kewenangan penuh dalam menindaklanjuti pelaksanaan manfaat 
ruang. 
4. Melaksanakan penegakan hukum (Law enforcement) terhadap 
penyimpangan tata ruang dengan cara :  
a. memberikan dasar hukum yang jelas dan kuat dalam bentuk 
Peraturan Daerah tentang Tata Ruang, dan 
b. mengefektifkan pengawasan terhadap implementasi tata 
ruang dan perizinan bangunan oleh Polisi Pamong Praja.  
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam proses 
penyusunan, implementasi dan pengawasan tata ruang, misalnya 
dengan memperluas informasi penataan ruang kepada masyarakat. 
6. Sedangkan kepada Pemerintah Pusat dan Propinsi agar membantu 
meningkatkan kemampuan teknis aparat perencanaan di daerah 
dalambentuk asistensi dan pelatihan, serta membuat pedoman 
standar dan petunjuk teknis yang lengkap dalam perencananaan dan 
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